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BUPATI KUDUS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KUDUS
NOMOR 360/93/ 2020

TENTANG

PENETAPAN PERPANJANGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
CORONA VIRUS DESEASE 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN KUDUS

BUPATI KUDUS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pencegahan dan penanggulangan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan
menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Tanggal 29 Maret 2020 Nomor 440/2622/SJ tentang
Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), telah ditetapkan
Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus pada tanggal 27
Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Mei 2020 dengan
Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tentang
Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

b. bahwa berdasarkan Kajian Cepat Perpanjangan Masa
Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) di Kabupaten Kudus dari Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten
Kudus tanggal 28 Mei 2020, masih diperlukan upaya
pencegahan dan penanggulangan penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) secara intensif, sehingga
untuk optimalisasi upaya pencegahan dan
penanggulangan dimaksud, perlu dilakukan
Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Bupati tentang Penetapan Perpanjangan
Status Tanggap Darurat Bencana Corona Virus Disease
2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1930 tentang
Pembentukan  Daerah-Daerah = Kabupaten  dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
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Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang
Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5063);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601;

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang
Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6236);

Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4828);

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4829);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang
Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing
Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4830);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan
Nasional Penanggulangan Bencana;

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang
Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi
Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 34);
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14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun
2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Nomor 99);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 4 Tahun
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2011 Nomor
4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Nomor
142);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten
Kudus Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Kudus Nomor 193);

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus
Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Desease
2019 (COVID-19), sebagaimana telah diubah dengan
Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun
2020 tentang Gugus Tugas Percepatan
Penanganan Corona Virus Desease 2019 (COVID-19);

2. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang
Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional,

3. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia,

4. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan
Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan
Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah
Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;

5. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 360/3 Tahun
2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat
Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Provinsi Jawa Tengah;

6. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 29 Maret
2020 Nomor 440/2622/SJ tentang Pembentukan Gugus

Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease
2019 (Covid-19);

7. Keputusan Bupati Kudus Nomor 360/47/2020 tanggal
30 Maret 2020 tentang Penetapan Status Tanggap
Darurat Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

di Kabupaten Kudus;
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8. Kajian Cepat Perpanjangan Masa Tanggap Darurat
Bencana Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Kudus dari Kepala Pelaksana Badan
Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kudus
tanggal 28 Mei 2020;

MEMUTUSKAN :

Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Kudus, mulai
tanggal 30 Mei 2020 sampai dengan ditetapkannya
Keputusan Presiden tentang Penetapan Berakhirnya Status
Bencana Nasional Nonalam Corona Virus Disease 2019
(COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Dengan ditetapkannya perpanjangan Status Tanggap
Darurat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, maka
Perangkat Daerah, Instansi, Gugus Tugas, dan seluruh
pemangku kepentingan segera melakukan langkah-langkah
penanganan dan pencegahan serta penanggulangan
penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di
Kabupaten Kudus.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan ini dibebankan pada:

a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Kudus; dan
b. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
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1. Gubernur Jawa Tengah;

2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus;

3. Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Kudus yang terkait;

4. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
di Kabupaten Kudus.
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